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ABSTRAK 

 

Kasus pelanggaran seperti prostitusi sudah sangat marak di Negara 

Indonesia salah satunya di Kota Surabaya yang menjadi kota terbesar penghuni 

PSK (pekerja seks komersial) adanya lokalisasi menjadi pengaruh yang tidak 

baik bagi kehidupan masyarakat terlebih lokalisasi yang berada di tempat umum, 

selain mengganggu masyarakat sekitar juga dapat memberikan dampak buruk 

bagi masyarakat lain yang menjangkau jalan atau tempat tersebut. Skripsi ini 

ditulis untuk menganalisis penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP Kota 

Surabaya pada lokalisasi di Makam Kembang Kuning Surabaya beserta hukum 

pidana Islamnya. 

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan 

sociologial jurisprudence. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

sumber data primer yang didapatkan secara langsung dari Kantor satpol pp 

Surabaya, pelaku prostitusi, dan masyarakat sekitar wilayah Makam Kembang 

kuning Surabaya sedangkan sumber data sekunder berupa literatur pendukung. 

Selanjutnya dilakukan pengolahan data melalui proses editing, organizing, dan 

analizing dengan teknik deskriptif analisis dan dengan pola pikir deduktif yakni 

dengan menarik kesimpulan dari umum ke khusus.                                           

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan sebagai berikut: Pihak 

Satpol PP Kota Surabaya dalam melakukan penegakan hukum di Lokalisasi 

Makam Kembang Kuning dengan cara penertiban jika dikaitkan dengan 

Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat adalah kurang sesuai dikarenakan dalam perda tersebut 

tidak tertuang adanya upaya penertiban, dalam hukum pidana Islam perbuatan 

para PSK dikategorikan zina bagi seorang perempuan dan liwath sebagai sebutan 

bagi pelaku waria hukuman yang didaptkan adalah hadd rajam bagi yang sudah 

menikah dan cambuk seraus kali serta pengasingan bagi yang belum menikah. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis berharap dan memberikan 

saran bahwa perlunya pemerintah di Indonesia memberlakukan peraturan 

perundang-undangan secara khusus dan tegas bagi para pelaku prostitusi beserta 

pengguna jasanya agar dapat memberikan efek jera pada pelaku serta untuk 

masyarakat supaya lebih bijaksana dan aktif dalam menyikapi adanya kejahatan 

prostitusi di sekitarnya. 
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